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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA 

 

NOMOR  :  

  

TENTANG 

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASSI (PLID) 

PELAKSANA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KOTA JAYAPURA 

 

KEPALA DINAS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA 

 

Menimbang : a . bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura telah ditetapkan 

Peraturan Walikota Jayapura Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan 

Organisasi Dan Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura; 

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan 

pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi publik menuju pelayanan 

yang cepat, mudah, wajar dan tepat waktu di lingkungan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Jayapura, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan 

Informasi dan Dokumentasi (PLID) pelaksana Dinas  Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas  Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura tentang 

penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 

Pelaksana Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Jayapura 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor    

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 157); 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik; 

12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2008 2019 Tentang 

Organissi dan Dinas- dinas Daerah Kota Jayapura ( Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kota Jayapura Tahun 2017; 

14. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016.  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura; 

15. Keputusan Walikota Nomor 178 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola  Informasi 

dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi Perangkat Daerah  Kota Jayapura . 

 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

KESATU :  Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana 

(PLID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Jayapura 

KEDUA :  Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Dinas  Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura 

 KETIGA : Uraian tugas PLID Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan 

Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Jayapura  

KEEMPAT :   Dalam melaksanakan tugas PLID sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU bertanggungjawab kepada PLID Utama Komunikasi 

dan Informatika Kota Jayapura 

KELIMA : PLID Pelaksana Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Jayapura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura 

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Jayapura 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan   :  di Jayapura 

Pada tanggal   :  8 Desember 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Walikota Jayapura (sebagai laporan); 

2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura (sebagai laporan); 

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura; 

4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua. 

 

 

 

Lampiran I 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA JAYAPURA 

 



 

Nomor   : 

Tanggal : 

 

STRUKTUR ORGANISASI PLID PELAKSANA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SASTU PINTU 

 KOTA JAYAPURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

ATASAN PLID PELAKSANA 

 

KEPALA DINAS  PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

KETUA PLID PELAKSANA 

 

SEKRETARIS DINAS  PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

BIDANG PENANAMAN 

MODAL 

 

KABID PENANAMAN 

MODAL 

BIDANG PELAYANAN 

PERIZINAN JASA USAHA 

 

KABID PELAYANAN 

PERIZINAN JASA USAHA 

BIDANG PELAYANAN 

PERIZINAN TERTENTU 

 

KABID  PELAYANAN 

PERIZINANAN TERTENTU 

SEKRETARIAT 

 

KASUBAG 

PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN 



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA JAYAPURA 

 

Nomor     : 

Tanggal   : 

 

URAIAN TUGAS 

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

KOTA JAYAPURA 

 

 

NO TIM PELAKSANA TUGAS 

1 Pengelola Informasi a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 

b. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; 

c. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk 

disampaikan PLID Utama; 

d. Memberikan lampiran tentang pengelolaan informasi  

    Kepada PLID Pembantu secara berkala; 

e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : 

-   Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

Berkala 

-   Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 

-   Informasi yang wajib tersedia setiap saat 

-   Informasi yang dikecualikan 

2 Pelayanan Informasi Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk 

diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat 

3 Pendokumentasian dan Arsip a.   Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan  

      pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi 

b.   Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan  

memberi pelayanan informasi yang ada di lingkugan   

kepada publik 

4 Pengaduan dan Penyelesaian 

Sengketa 

a.   Memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana 
dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari   

masyarakat 

b.   Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada 

PLID Pelaksana dalam menyelesaikan pengaduan dari 

masyarakat yang terkait dengan informasi publik 

c.   Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal ini terjadi sengketa 
informasi publik 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KANTOR DPMPTSP KOTA JAYAPURA



DENA LOKASI KANTOR 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Jayapura

Alamat ; Jl.Kabupaten II No.2 APO Jayapura-Papua
Telphone ; (0967)-/Hp.081389580447
Telp.Layanan Pengaduan ; Hp.081344254941
Email ; DPMPTSP@jayapurakota.go.id



DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA 
JAYAPURA ADALAH PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM KEDUDUKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
(DPMPTSP) KOTA JAYAPURA  ADALAH PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS 
DAERAH 

TUGAS POKOK 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura 
merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu 
Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pada bidang perizinan secara 
terpadu.

FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura 
memiliki fungsi sebagai berikut ;
a. Melaksanakan dan menyusun rencana dan program kerja Dinas;
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;
c. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d. Melaksanakan pemungutan retribusi esuai dengan kewenangan yang diberikan;
e. Melaksanakan pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan perizinan;
f. Melaksanakan ketata usahaan Badan dan,
g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan



VISI

Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat, Tepat, Efesien, Efektif 
dan Akuntabel 

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan 
kepada masyarakat;

2. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

3. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan 
pelayanan yang muda, cepat, aman, transparansi, nyaman, 
ramah dan pasti;

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya 
manusia (SDM) dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;

MAKLUMAT LAYANAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan 
publik sesuai dengan Standart Pelayanan Publik yang telah 
ditetapkan;

2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan 
melakukan perbaikan secara terus menerus;

3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan 
kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai 
dengan standart yang ditetapkan;

ALAMAT PELAYANAN

Website DPMPTSP

MOTO LAYANAN

89 MELAYANI DENGAN IKHLAS99
INTERGRITAS

KOMITMEN
HATI 

LUWES
AMANAH
SENYUM

MELALUI TELP/SMS/EMAIL 

 



PEGAWAI DPMPTSP KOTA JAYAPURA



STRUKTUR ORGANISASI
Jumlah Pegawai DPMPTSP Kota Jayapura ada 38 orang 
dengan rincian sebagai berikut;

1. Pegawai DPMPTSP berdasarkan Pendidikan

 S2 – 3 orang

 S1 – 26 orang

 SMA – 6 orang

 SMP – 1 orang

2. Pegawai DPMPTSP berdasarkan Jabatan Struktural

 Kepala Dinas – 1 orang

 Sekretaris – 1 orang

 Kabid – 4 orang

 Ka.Sie – 9 orang

 Ka.Sub.Bag – 3 orang

 Staf – 18 orang

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi 

 

          

                           

  

 

 

 

       

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

SEKRETARIS 

SILVYA M. MAURY, S.Sos 

NIP.19740914 200012 2 008 

KEL.JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA SUB BAGIAN 

UMUM & KEPEGAWAIAN 

 

ERIDA R. SIAHAAN,SE 

NIP.19710419 199712 2 001 

KEPALA SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

 
DANIEL HAMADI, SE 

NIP.19771227 200112 1 003 

KEPALA SUB BAGIAN 

PERENCANAAN & 

PELAPORAN 

 

DIEGO MARADONA, S.IP 

NIP.19880303 200701 1 002 

KEPALA BIDANG 

PENANAMAN MODAL 

 

ALAMIN, SE 

NIP.19661231 198709 1 011 

 

 

KEPALABIDANG 

PELAYANAN PENGADUAN 

&PENGAWASAN 

 

CORRY S.KAENDO, S.Sos 

NIP.19740107 200012 2 009 

 

KEPALA BIDANG 

PELAYANAN PERIZINAN JASA 

USAHA 

 

ELIAS Y.TANLAIAN,SE 

NIP.19730806 199712 1 001 

 

KEPALA BIDANG 

PERIZINAN TERTENTU 

 

CHRISTOFORUS B, ST 

NIP.19721222 200212 1 007 

KEPALA SEKSI 

PROMOSI& IKLIM 

PENANAMAN MODAL 

 

DAVID MERAUJE, S.Sos, MPA 

NIP.19820127 200012 1 001 

 

KEPALA SEKSI  

PELAYANAN 

PENGADUAN 

 

SULASTRI, ST 

NIP.19741023 201001 2 

KEPALA SEKSI 

INDAGKOP & REKLAME 

 

EUSEBIUS S.SIBI, SE 

NIP.19841220 200801 1 008 

 

KEPALA SEKSI 

PERIZINAN 

PRINSIP,LOKASI,IMB,HO 

 

MUHAMAD RUSDI,ST 

NIP.19790227 201004 1 002 

 

KEPALA SEKSI  

PENGENDALIAN  

PENANAMAN MODAL 

 

TIMOTIUS TOMAMBA,SE 

19791019 200605 1 001 

 

KEPALA SEKSI  

DATA & SISTEM INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

 

JEAN H.RUMAROPEN, ST 

NIP.19830212 201004 1 001 

KEPALA SEKSI PENGAWASAN 

PELAKSANAAN PENGADUAN 

 

MICHAEL MELCHI WAROMI, SH 

NIP.19810714 201001 1 042 

 

KEPALA SEKSI  

PERIZINAN 

PERIKANAN,HUB.PAR,SIUJK,K3 

 

BATSEBA MANO, S.Sos, M.Si 

NIP.19740613 200112 2 003 

 

KEPALA SEKSI PERIZINAN 

PENDIDIKAN & KESEHATAN 

 

VIKTOR H.SIKOWAY, SKM, MPH 

NIP.19831215 200312 1 004 

 

 

KEPALA DINAS 

 

FILLEP C. HAMADI, SE 

NIP.19771025 200301 1 001 

 



PROSEDUR PERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN

Pemohon Mengambil formulir perizinan yang akan diurus serta no antri yang
ada di loket CS

Petugas CS mengarahkan pemohon ke loket FO untuk melakukan pendaftaran
IZIN baru atau IZIN Perpanjangan dengan melampirkan persyaratan
dan NIB (apabila telah terdaftar di OSS)

Petugas FO Melakukan Pemeriksaan Berkas, Bila terdapat kekurangan Petugas
FO akan mengembalikan kepada Pemohon Untuk dilengkapi jika sudah
lengkap, Petugas menginput / mendaftarkan data IZIN pemohon ke
dalam sistem, selanjutnya pemohon akan menerima bukti pengambilan
surat izin, selanjutnya berkas diserahkan ke Loket untuk penginputan
data IZIN

Dilakukan pemeriksaan berkas dan penginputan data pemohon, lalu proses
dilanjutkan ke Kasubid

Memeriksa ulang berkas pemohon IZIN dan, jika dibutuhkan Peninjauan
Lapangan maka bersama Tim Teknis menjadwalkan untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan, apabila tidak diperlukan Peninjauan Lapangan,
Proses Disposisi dilanjutkan ke Kabid

Rekomendasi Tim Teknis diserahkan bersama berkas pemohon ke Kepala Bidang

Berdasarkan data Permohon Izin dan Hasil Rekomendasi Tim Teknis, Kabid

mendisposisi permohonan izin melalui SIM Perizinan ke Kepala Dinas

Kepala Dinas memeriksa Permohonan izin pemohon dan selanjutnya mendisposisi

melalui SIM Perizinan kebagian Tata Usaha untuk Penomoran SK Izin

Setelah Penomoran SK, Bagian TU mendisposisi permohonan izin pemohon melalui

SIM Perizinan ke loket Pembayaran Retribusi

Kasir Memproses Bukti Pembayaran dan menyerahkan kepada pemohon, dan apabila

tidak dikenakan Retribusi, proses dilanjutkan ke BO untuk pencetakan SK

Izin

Petugas loket mencetak SK Izin dan menyerahkan kepada Kepala Dinas utuk

ditandatangani

Kepala Dinas Menandatangani SK izin dan menyerahkan kembali ke petugas loket untuk

selanjutkan diserahkan ke pemohon izin

Petugas loket menyerahkan SK izin yang sudah di Tandatangani Kepala Dinas kepada Pemohon

Pemohon menerima Surat Izin, SELESAI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENINJAUAN LAPANGAN

Pemohon mengajukan permohonan izin SITU yang akan diurus

Memeriksa ulang berkas permohon IZIN dan dilakukan Peninjauan Lapangan bersama Tim 

Teknis untuk penyesuaian data Administrasi dengan data dilapangan

Tim Teknis melakukan pemeriksaan berkas untuk penyesuaian data Administrasi dengan data 

dilapangan selanjutnya hasil pemeriksaan / rekomendasi Tim Teknis diserahkan 

kembali bersama berkas pemohon ke Kepala Sub Bidang

Kasubid menerima Hasil Pemeriksaan Lapangan / Rekomendasi Tim Teknis 

dan jika rekomendasi YA, Proses dilanjutkan, jika TIDAK berkas dikembalikan ke 

Pemohon dengan disertai surat penolakan.

Berdasarkan hasil Rekomendasi TIM Teknis bahwa proses izin dapat dilanjutkan, selanjutnya 

hasil rekomendasi Tim Teknis diserahkan bersama berkas pemohon ke Kepala Bidang 

untuk proses lanjut



PROSEDUR PENGADUAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA JAYAPURA 

1

2

Baru 

(hari)

Perpanjangan 

(hari)

1  Surat Izin Tempat Usaha  3 3

2 3 3

3  Surat Keterangan Penyimpanan Barang 3 1

B Perhubungan 4 1 30 menit

C Perikanan 5  Izin Budidaya Ikan  (Air Tawar) 3 3

6  Izin Kerja Wanita Malam 3 3

7  Izin Panti Pijat 3 3

8  Izin Kerja Penata Anastesi 3 3

9  Izin Kerja Bidan Mandiri 3 3

10  Izin Kerja Sanitarian 3 3

11  Izin Praktik Perawat 3 3

12  Izin kerja tenaga laboratorium 3 3

13  Izin kerja teknikal gigi 3 3

14  Izin kerja perawat gigi 3 3

15  Izin kerja radiographer 3 3

16  Izin kerja fisiotrapis 3 3

17  Izin kerja rekam medis 3 3

18  Izin kerja praktik mandiri tenaga gizi 3 3

19  Izin kerja tenaga refraksionis optisien 3 3

20  Izin kerja  tenaga akupasi terapis 3 3

21  Izin praktik apoteker (SIPA) 3 3

22  Izin praktik dokter umum 3 3

23  Izin praktir spesialis 3 3

24  Izin praktik dokter gigi 3 3

25  Izin praktik dokter intersip 3 3

26  Izin pratik dokter resident 3 3

27  Izin praktik tenaga teknik kefarmasian 3 3

28  Izin kerja elektromedis 3 3

29  Izin praktik dokter sub spesialis 3 3

30  Izin praktik dokter hewan 3 3

31  Izin praktik perawat mandiri 3 3

32  Izin praktik psikologi Klinik 3 3

33  Izin fisikawan medis 3 3

34  Izin kerja tenaga kardiovaskuler 3 3

35  Izin  pendidikan anak usia dini (PAUD) 3 3

36  Izin kursus 3 3

37  Izin pusat keterampilan belajar masyarakat (BKBM) 3 3

38  Izin operasioal sekolah 3 3

H

Pekerjaan Umum, 

Permukiman Dan Tata 

Ruang

39 20 -

F Pendidikan

A Perindagkop

D Ketenaga Kerjaan

E Kesehatan

Urusan No Jenis Perizinan Dan Non Perizinan

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang  Standar Pelayanan (SP dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha  Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Penyelenggara Perizinan Dan 

Non Perizinan Berusaha (Non OSS-RBA) Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Kepala 

DPMPTSP Kota Jayapura 

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (SISTEM MANDIRI)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(KKPR) Non Berusaha

Waktu

 Izin Reklame 

 Izin Trayek 



Sekilas Info Tentang Pembentukan BPPTSP Pada Tahun 2014

Pada Tahun 2010 telah dibentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan Perda Kota Jayapura
Nomor 8 Tahun 2008, namun Peraturan Daerah Tersebut tidak pernah dilaksanakan karena sarana
dan prasarana belum tersedia. Bulan November Tahun 2013, Bagian Ortal Setda Kota Jayapura
diperintahkan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Struktur Organisasi
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu hasil modifikasi setelah Walikota Jayapura,Ketua DPRD
Kota Jayapura, Ketua Komisi B, Komisi A dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Jayapura yang
didampingi oleh Asisten II dan Asisten III Setda Kota Jayapura dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Jayapura,Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat Kota Jayapura,Kepala BKD
dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa
Tengah diantaranya Kabupaten Sragen, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Awal bulan Desember dilaksanakan pembahasan Raperda Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPTSP antara
Eksekutif dan Badan Ligislasi DPRD Kota Jayapura.Setelah pembahasan Pemerintah Kota
menyampaikan Surat ke DPRD Kota untuk dilaksanakan sidang Raperda non APBD tahun 2013, pada
prinsipnya DPRD Kota Jayapura menyetujui bersama dengan Pemerintah Kota Jayapura, dan
ditetapkan dengan peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 7 Tahun 2014.

Pada Tanggal 19 Januari 2014 diadakan pelantikan 14 orang pejabat Struktural yang terdiri dari 1 orang pejabat
eselon II/b,satu orang pejabat eselon III/a,tiga orang pejabat eselon (III/b) dan sembilan orang
eselon IV/a. Sebelum melaksanakan Tugas pelayanan semua Pejabat yang baru di lantik melakukan
kegiatan Magang selama 2 minggu ke Kabupaten Sragen pada Badan Pelayanan Perijinan dan
Penanaman Modal di dampingi langsung Walikota Jayapura.

Bertepatan dengan perayaan Ulang Tahun Kota Jayapura yang ke 104 tanggal 3 Maret 2014 dilaksanakan solft
Opening dan dimulainya pelayanan dan pada tanggal 7 Maret 2014 Grand Opening dan sekaligus
peresmian Gedung Kantor dan hingga saat ini Tugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada
BPPTSP Kota Jayapura berjalan dengan baik dan lancar.

Maksud dan Tujuan Pembentukan BPPTSP Kota Jayapura

Pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura dengan maksud dan tujuan
adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan kepada masyarakat melalui satu pintu dan
untuk menghindari berbagai permasalahan yang selama ini dihadapai oleh masyarakat khususnya pelaku
dunia usaha di wilayah Kota Jayapura diantaranya:

1. Tidak adanya overlapping Pelayanan izin yang sama dari beberapa instansi;

2. Keterpaduan persyaratan dalam pelayanan izin;

3. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi SOP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala
BPPTSP Kota Jayapura.

4. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

5. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan
urutan prosedurnya;

6. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;

7. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan
peyelenggaraan pelayanan.

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura

A. Landasan Kontitusional

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, dan
Kabupaten –kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);



Landasan Operasional

1. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;

2. Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 2 Tahun 2014
tentang pendelegasian sebagian wewenang;

3. Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 52 Tahun 2014
tentang pembentukan tim Teknis Pelayanan Perijinan
Kota Jayapura;

4. Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 96 Tahun 2014
tentang Penggunaan Pakaian seragam bagi Pegawai Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

5. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Kota Jayapura Nomor 06 Tahun 2014
tentang Standar

6. Operasional (SOP) Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

GEOGRAFI

Posisi / Letak

Kota Jayapura berdiri sejak tanggal 21 September 1993
berdasarkan Undang- Undang No. 6 tahun 1993 terletak
dibagian Utara Propinsi Papua pada 1o28917,26=-
3o589082= Lintang Selatan dan 137o34910,6=-141o098,22=
Bujur Timur.

WAKTU PELAYANAN

 Senin s/d Jumat          : 08.30 wit -15.00 wit

 Jam Istirahat Pelayanan : 12.00 wit – 13.00 wit

 Waktu Penyelesaian Izin : Baru 5 hari Kerja

 : Perpanjangan 3 Hari Kerja

BIAYA ATAU TARIF :  GRATIS (Rp.0)

PRODUK  :

Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah 
ditetapkan adalah Dokumen perizinan



PIAGAM PENGHARGAAN




























































































































































































































































